BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 6 TAHUN 2011

TENTANG

’ PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “ DELTA TIRTA” SIDOARJO

O DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait
dengan sistem penyediaan air minum dalam rangka mencapai target MDGs
tahun 2015 serta mendukung program pemerintah pusat untuk
merealisasikan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, perlu dukungan Pemerintah daerah dalam penyertaan modal pada
PDAM;

b. bahwa sesuai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyertaan modal kepada
PDAM,;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
O dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah
4 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta”
Sidoarjo; 4

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);




4

10.

11.

12,

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/ atau
Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Kepengurusan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara
Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo = Nomor 11
,Tahun 1978;



- Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“DELTA TIRTA” SIDOARJO.

\
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutriya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. PDAM “Delta Tirta” adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo.

4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan
mendapat hak kepemilikan.

5. Hibah adalah bantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak perlu dibayar
kembali.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan disetorkan ke PDAM “Delta Tirta” Tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan penyertaan modal
Pemerintah Daerah sebagai kelanjutan hibah dari Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI SIDOARIJO,
ttd
H. SAIFUL ILAH
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E
¥



